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Urgensi Resosialisasi UU No 9 Tahun 1998
Tinjauan Retrospektif

Oleh Herie Purwanto, S.H. *)

sekuensi padaberbag
baru. Persoalap

direkomend
versal Hak
of Human '
menyampaikan pe
perwujudan de
kehidupan bermasys
bernegara.

Sejalan dengan hal d
membangun negara demok
menyelenggarakan keadilan sosial"Segta
menjamin hak-hak asasi manusia diper
kan adanya suasana yang aman tertib dan
damai, sehingga menjadi hal yang signi-
fikan apabila kepentingan masyarakat
dalam hal kebebasan dalam menyampai-
kan pendapat di muka umum

*) Penulis bertugas pada Polres Pekalongan, Polda
Jawa Tengah

“diundangkannya,

S _hak asasi manusi#Sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945.
b. Mewujudkan perlindungan hukum yang
konsisten dan berkesinambungan dalam
menjamin kemerdekaan menyampaikan
pendapat.

c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi
perkembangan partisipasi dan kreativitas
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| setiap warga negara sebagai perwujudan
- hak dan tanggung jawab dalam kehidu-
pan berdemokrasi.

d. Menempatkan tanggung jawab sosial
dalam kehidupan bermasyarakat, ber-

~ bangsa dan bernegara tanpa pengabaikans®

kepentingan perorangan atau kel

UU No 9 tahun 1998 i
hak warga negara untu
pikiran secara bebas, né
juga memberikan a$
pada warga nega
Namun demikian,
berimbang ada

bagaimana d
berikut:

a Menghor
orang lain,
moral yang
hukum dan

Kepolisian Ne
sia yang berkom
berlakunya UU No 9z
dari aspek sasaran yan;
belakang UU dimaksud bela.
secara maksimal. Setidaknya
indikator yang bisa dikemukakar

Bahwa maraknya unjuk rasa atav
demontrasi yang dilakukan massa masih
banyak yang tidak menggunakan tatacara
yang benar baik yang menyangkut
prosedur, bentuk, tempat dan pelaku. Hal
ini terlihat dari banyak unjuk rasa yang
dilakukan tanpa pemberitahuan sebelum-
nya kepada pihak Polri, minimal 3 hari
sebelum pelaksanaan. Kemudian unjuk

rasa juga dilaksanakan di tempat-tempat
yang sebenarnya dilarang seperti di
lingkunganistana Kepresidenan, Instansi
militer, rumah saklt pelabuhan stasiun
dano" % a. Dlllhatdan

angat bertentangan dengan pa
menyebutkan bahwa masyarakat
berperan sert ara bertanggung jawa
gar penyampaian
L wmum berlangsung

fi masyarakat atau
sosialisasi yang belum menyentuh ke
lapisan terbawah masyarakat terhadap
keberadaan maupun eksistensi serta
urgensi UU No 9 Tahun 1998.

b. Sudah tahu adanya UU dimaksud
namun tidak mau melaksanakannya
dengan alasan UU itu sendiri yang
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mengatur tata cara serta prosedur kemer-  rasa, demontrasi, mimbar bebas, pawai, ‘r
dekaan dalam mengeluarkan pendapatdi  rapat umum dsbnya mau melak sanakan |
muka umum sebagai bentuk upaya ketentuan sebagaimana diatur dalam UU T
pengekangan atau pengerdilan makna No 9 Tahun 1998. Sebab dengan
kebebasan itu sendiri. Hal ini secara__mem uwanUU aparatkeamanan
psikologis merupakan damp ' pasal 7
euforia massa terhadap maknae ab
dan kebebasan dala :
Prosedur atau tata ca

ghargai asas

dalam UU No 9 & prinsip asas praduga tak
sebagai bentuk g 1ggarakan pengamanan
kepentingan séj intah. kegiatan massa tersebut.

semua adala
Aaggfnn g ja

b g

masyarakat baik

Sepenihal i

masuknya p i .

nyesatkan unjuk rasa, pawai, rapat u
::ne Xpabila ) hencN mimbar bebas dari segi k
pendapat di mukaumu
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